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ABSTRACT
School-based management is inseparable from the performance of education in a country
based on the existing education system. School-Based Management (SBM) is the process of
integrating, coordinating and utilizing it by involving thoroughly the elements that exist in the
school as well as the cooperation between the school, the community, and the government with
their respective responsibilities, to achieve the objectives (quality of education) that expected
efficiently. The rational decision-making model goes through six steps, namely (1) determining
the problem, (2) identifying decision criteria, (3) allocating bobo on criteria, (4) developing
alternatives, (5) evaluating alternatives, and (6) having the best alternatives. In order for decisions
taken within the framework of the MBS to produce maximal results, decision making must be
realized in the presence of as complete information as possible.
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I. PENDAHULUAN
Latar belakang munculnya manajemen
berbasis sekolah tak terlepas dari kinerja
pendidikan disuatu negara berdasarkan sistem
pendidikan yang ada sebelumnya. Di hongkong
misalnya kemunculan MBS dilatarbelakangi
kurang baiknya sistem pendidikan pada saat itu.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
merupakan proses pengintegrasian,
pengkoordinasian dan pemanfaatan dengan
melibatkan secara menyeluruh elemen-elemen
yang ada pada sekolah serta adanya kerja sama
antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah
dengan tanggung jawabnya masing-masing,
untuk mencapai tujuan (mutu pendidikan) yang
diharapkan secara efisien. Masalah yang akan
diputuskan harus jelas, menyediakan berbagai
alternatif pilihan dan disadari setiap
konsekuensinya.
Menurut Umaedi (dalam Suryosubroto,
2004), MBS merupakan konsep yang
menawarkan kerja sama yang erat antara
sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan
tanggung jawabnya masing-masing,
berkembang didasarkan pada suatu keinginan
pemberian kemandirian kepada sekolah untuk
ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam
rangka proses peningkatan kualitas pendidikan
melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang
ada. Pemberdayaan sekolah dengan
memberikan otonomi yang lebih besar di
samping menunjukkan sikap tanggap
pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga
dapat ditujukan sebagai sarana peningkatan
efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan.
Secara umum, manajemen berbasis
sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai model
manajemen yang memberikan otonomi lebih
besar kepada sekolah, dan mendorong
partisipasi secara langsung warga sekolah
(guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan
masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat,
ilmuwan, pengusaha, dsb.) untuk
meningkatkan mutu sekolah berdasarkan
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kebijakan pendidikan nasional serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dengan otonomi yang lebih besar, maka
sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar
dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah
lebih mandiri. Dengan kemandiriannya,
sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan
program-program yang tentu saja, lebih berdaya
dalam mengembangkan dalam
mengembangkan program-program yang, tentu
saja, lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi
yang dimilikinya. Dengan fleksibilitas/
keluwesan-keluwesannya, sekolah akan lebih
lincah dalam mengelola dan memanfaatkan
sumberdaya sekolah secara optimal. Demikian
juga dengan partisipasi/pelibatan warga sekolah
dan masyarakat secara langsung dalam
penyelenggaraan sekolah, maka rasa memiliki
mereka terhadap selolah dapat ditingkatkan.
Peningkatan rasa memiliki ini akan
menyebabkan peningkatan rasa tanggung
jawab, dan peningkatan rasa tanggung jawab
akan meningkatkan dedikasi warga sekolah dan
masyarakat terhadap sekolah. Inilah esensi
partisipasi warga sekolah dan masyarakat
dalam pendidikan. Baik peningkatan otonomi
sekolah, fleksibelitas pengelolaan sumberdaya
sekolah maupun partisipasi warga sekolah dan
masyarakat dalam penyelenggaran sekolah
tersebut kesemuanya ditujukan untuk
meningkatkan mutu sekolah berdasarkan
kebijakan kebijakan pendidikan nasional dan
peraturan peundang-undangan yang berlaku.
Sampai saat ini, permasalahan umum
yang menjadi kendala utama bagi
penyelenggaraan sekolah adalah persoalan
manajemen. Sehingga persoalan ini termasuk
bagian dari masalah yang peka dan rawan.
Karena itu, muncullah sebuah pemikiran ke
arah pengelolaan pendidikan yang memberikan
keluasan kepada sekolah untuk mengatur dan
melaksanakan berbagai kebijakan secara luas.
Gagasan tersebut pada akhirnya disebut
manajemen berbasis sekolah (MBS) atau
school based management (SBM), yang telah
berhasil mengangkat kondisi dan memecahkan
berbagai masalah pendidikan di beberapa
negara maju, seperti Australia dan Amerika.
Sebuah program yang direncanakan
tidak akan berjalan dan berhasil secara
maksimal apabila tidak tersedia berbagai faktor
pendukung. Faktor pendukung bisa berasal baik
dari internal maupun eksternal. Dalam
implementasi MBS, secara luas dan mendasar
yang amat diperlukan adalah dukungan politik
baik itu sekedar political will maupun dalam
bentuk peraturan dan perundang-undangan
formal. Dukungan finansial, dukungan sumber
daya manusia beserta pemikirannya, dan sarana
dan prasarana lainnya juga menjadi faktor
pendukung yang penting.
Ketika MBS baru tahap-tahap awal
dilaksanakan di Amerika Serikat, faktor
pendukung sumber daya manusia belum
memadai. Walupun Site-Based Management
telah populer di Amerika Serikat, manfaatnya
belum banyak dimengerti secara baik oleh para
pelaku pendidikan. Di banyak distrik dan
sekolah yang menginisasi Site-Based
Management memiliki asumsi bahwa
penerapan strategi ini akan membimbing ke
arah perbaikan kualitas keputusan dan
meningkatkan program sekolah. Namun,
banyak diantara mereka yang belum mengerti
proses pencapaian tujuan MBS itu.
Akhirnya, banyak waktu dan tenaga
yang dicurahkan oleh para partisipan sekolah
dalam implementasi MBS yang belum komplet
tersebut. Konsekuensinya adalah munculnya
kefrustasian, ketidakpuasan, menghabiskan
tenaga dan akhirnya segera kembali kepada
pola sebelumnya. Dampak dari kesalahan
semacam ini adalah menurunkan kepercayaan
lembaga untuk mengubah dirinya menuju masa
depan.
Oleh karena itu, pada tahap awal inisiasi
MBS harus dipersiapkan program sosialisasi
yang matang agar berbagai pihak yang terkait
dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah
menyadari akan arti pentingnya implementasi
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MBS. Setelah timbul kesadaran itu maka
langkah selanjutnya adalah memberikan
pelatihan teknis implementasi MBS.
Dalam suasana seperti ini tampaknya
yang diperlukan adalah pengetahuan dan
ketrampilan tentang perubahan organisasi atau
dinamika organisasi. Perubahan organisasi itu
menjadi penting untuk dikemukakan karena
orang sering melupakannya dengan asumsi
suatu program baru dapat langsung
dilaksanakan tanpa mengubah kebiasaan
individu, kelompok dan organisasinya. Tetapi,
ketika program itu mencakup sesuatu hal yang
amat mendasar dan menyeluruh maka akan
menghadapi kendala bila tidak dilakukan
perubahan organisasinya.
Berdasarkan pengalaman Reynolds
(1997) dalam menerapkan MBS di Amerika
Serikat , yang paling memakan waktu adalah
dalam membangun tim-tim lokal (building site-
teams) yang terpusat pada tiga hal, yaitu isu-
isu yang berkaitan dengan organisasi tim lokal
dan upaya untuk mendefinisikan tujuannya, isu-
isu yang berkaitan dengan manajemen di
samping isu pengajaran, dan usulan yang
ditolak oleh tingkat yang lebih tinggi di dalam
suatu distrik.
Berdasarkan latar belakangnya, MBS di
Indonesia muncul karena fakta menunjukkan
bahwa kualitas pendidikan di Indonesia rendah.
Rendahnya kualitas pendidikan ini ditandai
dengan adanya beberapa indicator, seperti
pelajar dan mahasiswa Indonesia tidak dapat
bersaing di taraf internasional, tidak sanggup
berkompetisi dalam merebut pasaran kerja
nasional ataupun internasional dan yang paling
parah lagi lulusan pendidikan kita tidak dapat
membentuk manusia yang bertanggungjawab.
Dengan munculnya desakan dan kritikan dari
masyarakat luas memaksa pemegang otoritas
pendidikan untuk mereformasi dirinya sendiri.
Sebagaimana dunia pendidikan dewasa ini
memakai caranya dengan pilihan model MBS.
Seiring dengan upaya reformasi di
bidang pendidikan tersebut, secara nasional
juga sedang diupayakan reformasi system
administrasi yang dikenal dengan system
pemerintahan daerah melelui UU No. 22 tahun
1999. namun sebenarnya landasan hokum MBS
bukanlah UU tersebut, karena desentralisasi
berdasar UU itu hanya sampai pada tingkat
pemerintah kabupaten atau kota. Sementara itu
desentralisasi pendidikan model MBS langsung
ke tingkat sekolah.
Munculnya UU No. 22 tahun 1999
tersebut membawa dampak yang positif
ataupun negative. Pertama, dampak positif akan
terjadi apabila walikota atau bupati kemudian
mengerti desentralisasi model MBS ini
sehingga bersedia melimpahkan kekuasaan dan
kewenangannya kepada sekolah secara
langsung. Dengan demikian birokrasi
penyelenggara pendidikan akan semakin
pendek, yaitu sekolah dengan kabupaten atau
kota saja, bukan dengan pemerintah pusat.
Kedua, dampak negatifnya akan terjadi apabila
bupati atau walikota menggunakan aji
mumpung atas kekuasaannya dalam bidang
pendidikan sehingga ingin menguasai
sepenuhnya penyelenggaraan pendidikan di
daerah tersebut. Apabila hal itu terjadi maka
penyelenggaraan dan pengaturan pendidikan
akan dikendalikan pada tingkat kabupaten atau
kota. Bila demikian maka MBS tidakakan dapat
berjalan secara efektif karena sekolah-sekolah
tidak akan memiliki kekuasaan dan wewenang
dalam mengatur dirinya sendiri.
Studi literature ini diambil dari tulisan
Oswald (1995) tentang School-Based
Management, Kubick (1988) tentang School-
Based Management, Peterson (1991) tentang
School-Based Management and Student
Performance , Wohlstetter dan Mohrman
(1993) tentang School-Based Management:
Strategies for Succes , dan Wohlstetter dan
Mohrman Wohlstetter dan Mohrman (1996)
tentang Assessment of School-Based
Management.
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Pada dasarnya, tidak ada satu strategi
khusus yang jitu dan bisa menjamin
keberhasilan implementasi MBS di semua
tempat dan kondisi. Oleh karena itu, strategi
implementasi MBS di suatu negara dengan
negara lain bisa berlainan, antara satu daerah
dengan daerah lain juga bisa berbeda, bahkan
antar sekolah dalam daerah yang sama pun bisa
berlainan strateginya.
Menurut E. Mulyasa (2003), bahwa
MBS adalah paradigma baru pengembangan
pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan
masyarakat sekitarnya dengan tekanan pada
peningkatan mutu terpadu atau total quality
management (TQM). Untuk kepentingan
tersebut, MBS merupakan kebijakan strategis
dalam implementasi pendidikan yang
diprakarsai oleh setiap sekolah dan daerah, serta
ditindaklanjuti oleh setiap tingkatan
manajemen diatasnya sampai tingkat pusat.
Dalam manajemen pendidikan modern,
disadari ataupun tidak, hakikat segala sesuatu
yang tergelar di dunia ini perlu diatur.
Pengaturan dimaksud mengarah kepada usaha
kelancaran, keteraturan, kedinamisan dan
ketertiban suatu usaha sehingga berjalan secara
efektif dan efesien. Charles A. Beard, pernah
berkata (seperti yang dikutip oleh Albert
Lepawzley dalam bukunya “Administration”-
dikutip kembali Siagian) bahwa “tidak ada satu
hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih
penting dari administrasi atau manajemen.”
Dengan demikian, mendalami tentang
manajemen sekolah secara luas diharapkan
terdapat keluasan horizon pemahaman terhadap
aktivitas di dalamnya. Sebagaimana diketahui
bahwa manajemen pendidikan modern
mendudukkan faktor manusia dalam puncak
hierarkhi, sehingga menjadi faktor yang
menentukan. Sejarah manusia dalam
berorganisasi menunjukkan bahwa tiadanya
peran manusia akan menghancurkan sistem
manajemen atau administrasi. Manusialah yang
membuat policy, melaksanakan, menata,
mengkoordinasikan dan mengevaluasi segala
aktivitas pendidikan.
Dalam manajemen pendidikan modern,
terutama yang dikembangkan di negara-negara
modern (Barat), sejak lama telah menerapkan
sistem pendidikan berbasis sekolah (school-
based management). Manajemen berbasis
sekolah (MBS) merupakan paradigma baru
pendidikan, yang memberikan otonomi luas
pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat)
dalam kerangka kebijakan pendidikan sekolah.
Pada sistem MBS, sekolah dituntut
secara mandiri menggali dan mengalokasikan,
menentukan perioritas, mengendalikan serta
mempertanggungjawabkan pemberdayaan
sumber-sumber, baik kepada masyarakat
(publik) maupun pemerintah.
Kewenangan yang tertumpu pada
sekolah merupakan inti dari MBS yang
dipandang memiliki tingkat efektifitas tinggi
serta memberikan beberapa keuntungan, di
antaranya; kebijakan dan kewenangan sekolah
membawa pengaruh langsung kepada peserta
didik, guru, dan orangtua, bertujuan
memanfaatkan sumber daya lokal, efektif
dalam melakukan pembinaan peserta didik
seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat
pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru
dan iklim sekolah. Tujuan berbasis sekolah
(MBS) merupakan salah satu upaya pemerintah
untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa
dalam penguasaan ilmu dan teknologi.
Hal tersebut diharapkan dapat dijadikan
landasan dalam pengembangan pendidikan di
Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan,
baik secara makro, meso maupun mikro.
Dalam manajemen berbasis sekolah,
pemerintah menjamin bahwa semua unsur-
unsur pendidikan akan memberikan wawasan
baru terhadap sistem yang sedang berjalan
selama ini. Mereka (sekolah) tidak perlu hanya
menunggu, tetapi melibatkan diri dalam
diskusi-diskusi, tentang pengembangan mutu
berbasis sekolah dan berinisiatif untuk
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menyelenggarakan pelatihan tentang aspek-
aspek yang terkait.
Dalam UU No. 25 tahun 2000 tentang
Program Pembangun Nasional 2000-2004
untuk sector pendidikan disebutkan akan perlu
pelaksanaanya manajemen otonomi
pendidikan. Perubahan manajemen pendidikan
dari sentralistik ke desenralistik menurut proses
pengambilan keputusan pendidikan menjadi
lebih terbuka, dinamik, dan demokrasi.
Dalam melaksanakan MBS menurut
Komite Reformasi Pendidikan, kepala sekolah
perlu memiliki kepemimpinan yang kuat,
partisipasi, dan demokratis. Dalam penerapan
kepemimpinan transformasional pada era MBS
ini.
Di Sekolah seorang kepala sekolah
harus mengembangkan visi sekolah yang jelas.
Kepala sekolah harus mengajak stakeholder
untuk membangun komitmen secara bersama-
sama untuk mencapai visi,misi, tujuan
pendidikan. Kepala sekolah harus banyak
berperan sebagai pemimpin didasarkan atas
kekuasaan. Apabila konsep MBS akan
dilaksanakan, seiap kepala sekolah harus benar-
benar seorang yang mampu menjawab
tantangan local, sebagai komponen seempat
ataupun nasional dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa. Kepala sekolah wajib
memiliki wawasan yang sungguh luas
cakupnya. Dia diharapkan menjadi pengambil
kepuusan yang jitu dan bijaksana. Karena
sekolah akan menjadi sebuah daerah yang wajib
menampung kepentingan-kepentingan
setempat, mulai dari pengembang kurikulum,
ataupun politisi dan kelompok-kelompok
kepentingan, semuanya perlu didengar dan
diberi tempat dalam MBS. Dari pemimpin yang
melandaskan bagaimana seorang pemimpin
dalam pengambilan keputusan sehingga
keputusan yang diambil tersebut tepat dan
efisien terhadap sasaran.
II. PEMBAHASAN
a. Perbedaan Pimpinan dan Manajer
Pemimpin itu berbeda dengan manajer.
Tidak semua pemimpin adalah manajer dan
idak semua manajer adalah pemimpin.
Pemimpin adalah orang yang mampu
mempengaruhi orang lain. Seorang pemimpin
bisa muncul diunjukan atau karena keinginan
kelompok, sedangkan manajer ditunjukan dan
memiliki kekuasaan legiimasi untuk memberi
penghargaan ataupun memberi hukuman pada
pengikutnya. Kekuatan mempengaruhi para
manajer karena dimilikinya otoritas formal
bukan karena individual seperi kemampuannya.
Terdapat beberapa perbedaan antara
manajer dengan pemimpin, yaitu (1) pemimpin
memikirkan organisasinya dalam jangka
panjang, (2) pemimpin memikirkan organisasi
secara lebih luas baik menyangkut kondisi
inernal, eksternal maupun kondisi global, (3)
pemimpin mempengaruhi pengikunya sampai
luar batas kekuasaannya, (4) pemimpin
menekankan pada visi dan nilai-nilai yang tidak
ampak mempengaruhi pengikutnya secara tidak
rasional dan elemen-elemen ak sadar lainnya
dalam hubungannya antara pemimpin dan
pengikut, (5) pemimpin memiliki
keteramp[ilan politik untuk mengaasi konflik
diantara pengikunya,dan (6) pemimpin berfikir
dalam upaya memperbaiki organisasinya.
Adapun kriteria kepemimpinan dan
manajerial yang baik. Pemimpin yang berhasil
hendaknya memiliki beberapa criteria, antara
lain: kepribadian, keterampilan, bakat, sifat-sifa
yang dimiliki atau kewenangan. Gaya
kepemimpinan merupakan norma prilaku yang
dipergunakan oleh seorang pada saat orang
tersebut mencoba mempengaruhi prilaku orang
lain. Gaya kepemimpinan adalah suatu pola
prilaku yang konsisten yang ditunjukan oleh
pemimpin dan diketahui pihak lain ketika
pemimpin berusaha mempengaruhi kegiatan-
kegiaan orang lain. Gaya kepemimpinan adalah
pola ingkah laku yang lebih disukai oleh
seorang pekerja. Gaya kepemimpinan adalah
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pola prilaku dan strategi yang disukai dan sering
diterapkan oleh seorang pemimpin. Pemimpin
dalam berinteraksi terhadap pengikutnya. Gaya
kepemimpinan yang berkaitan dengan MBS
adalah berkaitan dengan proses mempengaruhi
antara para pemimpin dengan para pengikunya.
Secara khusus, gaya kepemimpinan adalah
gaya kepemimpinan parisifatif, yaitu
kecenderungan kepemimpinan otokratif
delegratif.
Kepemimpinan dipahami dalam dua
pengertian, yaitu sebagai kekuatan untuk
menggerakan orang dan untuk mempengaruhi
orang. Kepemimpinan adalah sebuah alat,
sarana aau proses untuk memajukkan orang
agar bersedia melakukan sesuatu secara
sukarela. Ada bermacam-macam kekuatan
(kekuasaan) yang dimiliki untuk menggerakan
orang lain, yaitu karena ancaman, penghargaan,
otoritas, dan bujukan. Praktik kepemimpinan
berkaitan dengan mempengaruhi tingkah laku
dan perasaan orang lain baik secara individual
maupun kelompok dalam arahan tertentu.
Kepemimpinan menunjuk pada proses untuk
membantu mengarahkan dan mebolisasi orang
aau ide-idenya. Dengan demikian, dapa
diidentifikasi adanya beberapa komponen
dalam kepemimpinan, yaitu (a) adanya
pemimpin dan orang lain yang dipimimpin aau
pengikutnya, (b) adanya upaya atau proses
mempengaruhi dari pemimpin kepada orang
lain melalui berbagai kekuatan, (c) adanya
ujuan akhir yang ingin dicapai bersama dengan
adanya kepemimpinan itu, (d) kepemimpinan
bisa timbul dalam suatu organisasi atau tanpa
adanya organisasi tertentu, (e) pemimpin dapat
diangkat secara formal aau dipilih oleh para
pengikunya. (f) kepemimpinan ada dalam
situasi tertenu baik situasi pengikut maupun
lingkungan eksternal.
Teori tentang kepemimpinan terus
berkembang dan hingga kini setidaknya
terdapat empat fase pendekatan. Pertama,
pendekatan berdasarkan sifat-sifat (trait),
kepribadian umum yang dimiliki seorang
pemimpin. Kedua, berdasarkan pendekatan
tingkah laku (behavior) pemimpin. Ketiga,
berdasarkan pendekatan situasional
(contingency). Keempat, pendekatan kembali
kepada sifat atau ciri pemimpin yang menjadi
acuan orang lain.
Dalam UU No. 25 tahun 2000 tentang
Program Pembangun Nasional 2000-2004
untuk sector pendidikan disebutkan akan perlu
pelaksanaanya manajemen otonomi
pendidikan. Perubahan manajemen pendidikan
dari sentralistik ke desenralistik menurut proses
pengambilan keputusan pendidikan menjadi
lebih terbuka, dinamik, dan demokrasi.
Dalam melaksanakan MBS menurut
Komite Reformasi Pendidikan, kepala sekolah
perlu memiliki kepemimpinan yang kuat,
partisipasi, dan demokratis. Dalam penerapan
kepemimpinan transformasional pada era MBS
ini.
Kepala sekolah harus mengembangkan
visi sekolah yang jelas. Kepala sekolah harus
mengajak stakeholder untuk membangun
komitmen secara bersama-sama untuk
mencapai visi,misi, tujuan pendidikan. Kepala
sekolah harus banyak berperan sebagai
pemimpin didasarkan atas kekuasaan. Apanila
konsep MBS akan dilaksanakan, seiap kepala
sekolah harus benar-benar seorang yang
mampu menjawab tantangan lokal, sebagai
komponen seempat ataupun nasional dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kepala sekolah wajib memiliki wawasan yang
sungguh luas cakupnya. Dia diharapkan
menjadi pengambil kepuusan yang jitu dan
bijaksana. Karena sekolah akan menjadi sebuah
daerah yang wajib menampung kepentingan-
kepentingan setempat, mulai dari pengembang
kurikulum, ataupun politisi dan kelompok-
kelompok kepentingan, semuanya perlu
didengar dan diberi tempat dalam MBS.
b. Pengambilan Keputusan yang Efektif
Pengambilan keputusan harus
dilakukan dengan hati-hati agar implementasi
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MBS dapat berjalan dengan baik. Apabila salah
dalam proses pengambilan keputusan maka
akibatnya ama luas. Pertama, teori keputusan
adalah metodelogi unuk menstruktur dan
menganalisi siuasi yang idak pasti atau
beresiko. Kedua, pengambilan keputusan
adalah proses mental dimana seorang
pemimpin memperoleh dan menggunakan data
dengan menayakan hal lainnya, menggeser
jawaban untuk menemukan informasi yang
relevan dan menganalisis data.
Dalam implementasi MBS juga
dihadapi beberapa masalah seperti berbagai
pihak terkait harus bekerja lebih banyak
daripada sebelumnya, kurang efisien (dalam
jangka pendek karena salah satu tujuan MBS
adalah terjadinya efisiensi pendidikan), kinerja
kepala sekolah yang tidak merata,
meningkatnya kebutuhan pengembangan staf,
terjadinya kebimbangan karena peran dan
tanggungjawab baru, kesulitan dalam
melakukan koordinasi dan masalah
akuntabilitas.
Masalah lain yang muncul adalah pada
otoritas pengambilan keputusan. Sekolah
menginginkan dimilikinya otoritas dalam
pengambilan keputusan, namun pemerintah
pusat atau daerah sering kali tetap
menginginkan otoritas keputusan berada di
pihaknya.
Penghambat lain yang sering muncul
adalah kurangnya pengetahuan berbagai pihak
tentang bagaimana MBS dapat bekerja dengan
baik. Juga masalah kekurangan ketrampilan
untuk mengambil keputusan, ketidakmampuan
dalam berkomunikasi, kurangnya kepercayaan
antar pihak, ketidak jelasan peraturan tentang
keterlibatan masing-msing pihak dan
keengganan para administrator dan guru untuk
memberikan kepercayaan kepada pihak lain
dalam mengambil keputusan.
Model pengambilan keputusan rasional
melalui enam langkah, yaitu (1) menetapkan
masalah, (2) mengidentifikasi criteria
keputusan, (3) mengalokasikan bobot pada
criteria, (4) mengembangkan alternative, (5)
mengevaluasi alternative, dan (6) memiliki
alternative terbaik. Agar keputusan yang
diambil dalam kerangka MBS memberi hasil
yang maksima, pengambilan keputusan harus
disadari pada adanya informasi selengkap
munkin. Masalah yang akan diputuskan harus
jelas, menyediakan berbagai alternatif pilihan
dan disadari setiap konsekuensinya. Keputusan
yang dibua pada tingkat sekolah dalam
kerangka MBS adalah terdapat empa langkah
dalam proses pengambilan kepuusan.
Mula-mula sekolah membentuk Dewan
Sekolah yang terdiri dari kepala sekolah,
perwakilan guru, orang tua siswa, anggoa
masyarakat, staf sekolah, dan siswa. Dewan
Sekolah melakukan pengukuran kebuuhan
(need assessment) sekolah. Dewan Sekolah
mengembangkan perencanaan tindakan yang
mencakup tujuan dan sasaran yang terukur.
Langkah selanjutnya adalah mengambil
keputusan yang bisa dilakukan dengan dua cara,
yaitu (a) Dewan Sekolah memberi saran-saran
kepada kepala sekolah, yang selanjutnya kepela
sekolah memutuskannya, dan (b) Dewan
Sekolah mengambil keputusan. Kepala sekolah
memiliki peran yang besar dalam pengambilan
keputusan. Adapun budaya sekolah yang
mendukung implementasi MBS.
Dalam MBS dituntut adanya perubahan
budaya organisasi yang diarahkan pada
pencapaian mutu pendidikan, organisasi yang
diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan,
aspek budaya memiliki peran yang cukup
penting dalam mencapai mutu berkelanjutan.
Terdapat dua pendekatan pengambilan
keputusan dalam organisasi :
Pertama : Yang didasarkan pada model-model
rasional ekonomi dengan maksud
untuk mendapatkan keputusan yang
ideal.
Kedua :  Model administratif yaitu dengan
mengeksplorasi keterbatasan-
keterbatasan rasionalitas manusia
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Kebanyakan pengambilan keputusan dalam
organisasi didasarkan pada beberapa hal
dibawah ini:
a) Rasionalitas terbatas, karena kemampuan
pikiran manusia untuk memformulasi dan
menyelesaikan masalah yang rumit terlalu
kecil untuk memenuhi tuntutan untuk
rasionalitas penuh, individu beroperasi pada
rasionalitas terbatas. Para individu
mengambil keputusan dengan merancang
bangunan model-model yang
disederhanakan yang menyuling cirri-ciri
hakiki dari masalah tanpa menangkap semua
kerumitannya.
b) Instuisi. Pengambilan keputusan intuitif
adalah suatu proses tak sadar, yang
diciptakan dari dalam pengalaman yang
tersaring. Instuisi ini berjalan beriringan atau
saling melengkapi dengan analisis rasional.
Instuisi adalah kekuatan di luar indera atau
indera keenam. Orang paling besar
kemungkinannya menggunakan
pengambilan keputusan intuitif pada
delapan kondisi adalah sebagai berikut, bila
ada ketidakpastian dalam tingkat yang
tinggi, hanya ada sedikit preseden untuk
diikuti. Bila variabel-variabel kurang bisa
diramalkan secara ilmiah, bila fakta terbatas,
bila fakta tidak menunjukan dengan jelas
jalan untuk diikuti, bila ada analisis kurang
berguna, bila ada beberapa penyelesaian
alternative yang masuk akal untuk dipilih,
yang masing-masing memiliki argument
yang baik, dan bila waktu terbatas dan ada
tekanan untuk segera diambil keputusan
yang tepat.
c) Identifikasi masalah. Dalam mengatasi
identifikasi masalah ada dua hal penting
yang berpengaruh yaitu masalah-masalah
yang tampak cenderung memiliki
probabilitas terpilih lebih tinggi
dibandingkan dengan masalah-masalah
yang penting dan kepentingan pribadi
mengambil keputusan cenderung menang
daripada masalah-masalah yang penting
bagi organisasi.
d) Pengembangan alternatif. Pengambilan
keputusan jarang bersedia mengembangkan
alternatif baru dan unik. Pengambilan
keputusan sering menghindari tugas-tugas
sulit dan mempertimbangkan alternative
untung ruginya. Pengambilan keputusan
sering menyederhanakan pilihan keputusan,
dengan hanya membandingkan alternative-
alternatif yang sedikit berbeda daripada
mencari alternative terbaru. Pengambilan
keputusan tidak menguji secara seksama
suatu alternative dan konsekuensi-
konsekuensinya.
e) Membuat pilihan. Pengambilan keputusan
sering menghindari informasi  yang terlalu
sarat dan menghandalkan heuristic adalah
pertama, ketersediaan yaitu kecendrungan
mengambil keputusan untuk mendasarkan
penilaian pada informasi yang sudah di
tangan mereka. Kedua, keterwakilan/
representatifyaitu menilai kemungkinan dari
suatu kejadian dengan menarik analogi dan
melihat situasi identik yang sebenarnya tidak
identik. Keduanya menciptakan bias dalam
penilaian. Ketiga, kecendrungan untuk
meningkatkan komitmen yaitu suatu
peningkatan komitmen pada suatu
keputusan sebelumnya meskipun ada
informasi negative.
f) Perbedaan individual. Perbedaan individual
berpengaruh terhadap gaya pengambilan
keputusan. Riset tentang gaya pengambilan
keputusan mengidentifikasikan bahwa
terdapat empat pendekatan individual  yang
didasarkan pada dua hal yaitu cara berpikir
dan toleransi pribadi terhadap ambiguitas
sehingga menghasilkan empat model gaya
pengambilan keputusan, yaitu direktif,
analitik, konseptual dan behavioral.
 Gaya direktif memiliki toleransi yang
rendah atas ambiguitas dan mencari
rasionalitas. Mereka bersikap efisien dan
logis tetapi hanya menggunakan
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informasi minimal serta sedikit
alternative. Manajer tipe ini mengambil
keputusan dengan cepat dengan orientasi
jangka pendek.
 Gaya analitik memiliki toleransi yang
lebih besar terhadap ambiguitas dan
mengarah kekeinginan menggunakan
lebih banyak informasi serta lebih
alternative. Manajer tipe ini sangat tepat
dalam mengambil keputusan.
 Gaya konseptual adalah cenderung
berpandangan luas dan
mempertimbangkan banyak alternative
mengatasinya jangka panjang dan
banyak merumuskan yang kreatif
terhadap masalah yang dihadapinya.
 Gaya tingkah laku ini dicirikan dengan
gaya pengambilan keputusan yang
menitik beratkan pada kemampuan bisa
bekerja baik dengan orang lain. Manajer
tipe ini memperhatikan kinerja rekan
kerja dan bawahan, serta reseftif
terhadap usulan-usulan dari yang lain. Ia
sangat mengandalkan pertemuan untuk
berkomunikasi. Manajer gaya ini
mencoba menghindari konflik ini dari
mengupayakan penerimaan.
g) Hambatan organisasi. Organisasi ini sendiri
bisa menjadi penghambat bagi para
pengambil keputusan. Pengambil keputusan
manajer dipengaruhi oleh system penilaian
prestasi, system imbalan, rutinitas
terprogram, pembatasan waktu dan preseden
historis, yaitu keputusan-keputusan masa
lalu.
Perbedaan budaya. Model rasional tidak
mengakui adanya perbedaan budaya. Namun
dalam kenyataan, pengambilan keputusan
dipengaruhi oleh latar belakang budaya
pengambilan keputusan. Latar belakang budaya
tersebut membawa pengaruh besar terhadap
seleksi masalahnya, kedalaman analisis, arti
penting yang ditempatkan pada logika dan
rasionalitas dan gaya pengambilan
keputusanyang harus diputuskan secara
otokratis atau demokratis.
Terdapat empat prinsip MBS yaitu
prinsip equifinalitas, prinsip desentralisasi,
prinsip pengelolaan mandiri, dan prinsip
inisiatif manusia yang secara jelas diuraikan
sebagai berikut.
1. Prinsip Equifinalitas (Equifinality), yaitu
manajemen sekolah menekankan
fleksibilitas dan sekolah harus dikelola oleh
sekolah itu sendiri berdasarkan kondisinya
masing-masing, hal ini mendorong
terjadinya desentralisasi kekuasaan dan
mempersilahkan sekolah memiliki mobilitas
yang cukup, berkembang dan bekerja
menurut strategi uniknya masing-masing
untuk mengelola sekolahnya secara efektif.
2. Prinsip Desentralisasi (Decentralization),
yaitu diharapkan sekolah mampu
memecahkan masalah secara efisien dan
bukan menghindari masalah, sehingga MBS
harus mampu menemukan permasalahan,
memecahkannya tepat waktu dan memberi
kontribusi terhadap efektivitas aktivitas
belajar mengajar.
3. Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri (Self-
Managing System), yaitu dalam MBS sistem
pengelolaan di bawah kendali kebijakan dan
struktur utama, memiliki otonomi untuk
mengembangkan tujuan pengajaran dan
strategi manajemen, mendistribusikan
sumber daya manusia dan sumber daya lain,
memecahkan masalah dan meraih tujuan
menurut kondisi mereka masing-masing.
4. Prinsip Inisiatif Manusia (Human Initiative),
yaitu dalam MBS bertujuan untuk
membangun lingkungan yang sesuai dengan
para konstituen sekolah untuk berpartisipasi
secara luas dan mengembangkan potensi
mereka. Peningkatan kualitas pendidikan
terutama berasal dari kemajuan proses
internal, khususnya dari aspek manusia.
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c. Etika Dalam Pengambilan Keputusan
Membahas pengambilan keputusan
belum lengkap jika belum memasukan etika
karena pertimbangan etis seharusnya
merupakan suatu kriteria yang penting dalam
mengambil keputusan organisasi. Terdapat 3
kriteria pengambilan keputusan yang etis
sebagai berikut:
1. Kriteria Utilitarian dimana keputusan-
keputusan diambil semata-mata atas dasar
hasil atau konsekuensi mereka. Tujuan
Utilitarianisme adalah memberikan
kebaikan yang terbesar untuk jumlah yang
terbesar. Pandangan ini cenderung
mendominasi pengambilan keputusan bisnis
yang konsisten dengan tujuan-tujuan seperti
efisiensi, produktivitas dan laba yang tinggi.
2. Kriteria perlindungan hak. Kriteria ini
mempersilakan individu untuk mengambil
keputusan yang konsisten dengan kebebasan
dan keistimewaan mendasar, seperti
dikemukakan dalam dokumen-dokumen
Hak Asasi Manusi (HAM). Penekanan
kriteria ini adalah menghormati dan
melindungi hak individu, seperti hak
keleluasan pribadi dan kebebasan berbicara.
3. Kiteria keadilan. Kriteria ini mensyaratkan
individu untuk menerapkan aturan-aturan
secara adil dan tidak berat sebelah sehingga
ada pembagian manfaat dan biaya yang
pantas. Kriteria ini membenarkan
pembayaran upah yang sama kepada orang-
orang untuk pekerjaan tertentu tanpa
memperhatikan perbedaan kinerja dan
senioritas dalam pengambilan keputusan
ketika pemberhentian masal.
Dalam situasi yang kompleks dan tak
terstruktur seorang dapat mengeluarkan
argumentasi yang meyakinkan namun hanya
sedikit kesesuaiannya dengan kenyataan dan
dapat membahayakan masyarakat. Kita harus
menerapkan standar etika tertentu pada proses
pengambilan keputusan. Kemampuan
merencanakan hal-hal yang belum diketahui
dengan memperhitungkan perubahan
menerapkan dimana perubahan itu akan
muncul, dan memutuskan untuk menetukan
tindakan.
Antara Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) dan Manajemen Kontrol Eksternal
(MKE), yaitu suatu sistem pengelolaan sekolah
yang dijalankan dengan adanya kontrol dari luar
sekolah, memiliki perbedaan dalam hal
karakteristiknya. Perbedaan tersebut meliputi
misi sekolah, hakikat aktivitas sekolah, strategi-
strategi manajemen, penggunaan-penggunaan
sumber daya, peran warga sekolah, hubungan
interpersonal, kualitas para administrator, dan
indikator-indikator efektivitas (Nurkolis, 2003).
1) Misi sekolah, yaitu sekolah yang
menerapkan MBS memiliki cita-cita
menjalankan sekolah untuk mewakili
sekelompok harapan bersama, keyakinan
dan nilai-nilai sekolah, membimbing warga
sekolah di dalam aktivitas pendidikan dan
memberi arah kerja.
2) Hakikat aktivitas sekolah, yaitu sekolah
menjalankan aktivitas-aktivitas
pendidikannya berdasarkan karakteristik
kebutuhan dan situasi sekolah.
3) Strategi-strategi manajemen, yaitu dalam
MBS disediakan fleksibelitas lebih baik dan
kesempatan untuk memuaskan kebutuhan-
kebutuhan guru dan siswa dan memberi
peran terhadap talenta-talenta mereka;
sekolah bukan hanya tempat membantu
perkembangan siswa, tetapi juga tempat
perkembangan guru dan administrator; gaya
pengambilan keputusan pada tingkat
sekolah adalah melalui pembagian
kekuasaan atau partisipasi; gaya
kepemimpinan kepala sekolah berubah dari
tingkat rendah ke kepemimpinan
multitingkat; adanya pengembangan sumber
daya manusia dan dorongan terhadap
komitmen dan inisiatif warga sekolah;
diperlukan adanya konsep-konsep baru
dalam keterampilan manajemen.
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4) Penggunaan sumber daya, yaitu dalam MBS
dipersilakan bagi sekolah untuk
menggunakan sumber dayanya secara efektif
berdasarkan karakteristik dan kebutuhan
sekolah.
5) Perbedan-perbedaan peran, yaitu dalam
MBS dituntut adanya peran aktif pihak
sekolah, administrator, guru, dan orang tua,
serta terdapat perbedaan peran antar
komponen-komponen tersebut.
6) Hubungan antar manusia, yaitu dalam MBS
ditekankan adanya hubungan antar manusia
yang cenderung terbuka, bekerja sama,
semangat tim, dan komitmen yang saling
menguntungkan.
7) Kualitas para administrator, yaitu dalam
MBS para administrator perlu belajar dan
tumbuh secara terus-menerus untuk
menemukan dan memecahkan masalah.
8) Indikator-indikator efektivitas, yaitu dalam
MBS dilakukan penilaian terhadap
efektivitas sekolah dengan memperhatikan
multitingkat, yaitu pada tingkat sekolah,
kelompok, individual, dan indikator
multisegi, yaitu mencakup input, proses, dan
output sekolah, di samping perkembangan
akademik siswa.
Selanjutnya, Nurkolis (2003) juga
menjelaskan bahwa berdasarkan konsep
MPMBS karakteristik MBS mencakup
karakteristik output yang diharapkan, proses,
dan input.
1) Output yang diharapkan, yaitu prestasi
sekolah yang dihasilkan oleh proses
pembelajaran dan manajemen di sekolah,
yang dapat meliputi prestasi akademik
maupun non akademik.
2) Proses, yaitu memiliki karakteristik proses
sebagai berikut.
a) Efektifitas proses belajar mengajar
tinggi.
b) Kepemimpinan sekolah kuat.
c) Pengelolaan yang efektif tenaga
kependidikan.
d) Sekolah memiliki budaya mutu.
e) Sekolah memiliki “teamwork” yang
kompak, cerdas dan dinamis.
f) Sekolah memiliki kewenangan.
g) Partisipasi warga sekolah dan
masyarakat.
h) Sekolah memiliki keterbukaan
(transparansi) manajemen.
i) Sekolah memiliki kemauan untuk
berubah (psikologi dan fisik).
j) Sekolah melakukan evaluasi dan
perbaikan secara berkelanjutan.
k) Sekolah responsive dan antisipatif
terhadap kebutuhan.
l) Sekolah memiliki akuntabilitas.
m)Sekolah memiliki sustainabilitas.
3) Input pendidikan, yaitu meliputi memiliki
kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang
jelas; sumber daya tersedia dan siap;
memiliki staf yang berkompeten dan
berdedikasi tinggi.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS),
selain akan meningkatkan kualitas belajar
mengajar dan efisiensi operasional pendidikan,
juga tujuan politik terutama iklim
demokratisasi di sekolah. Hanson & Illrich
dalam Fattah (2000)  mengungkapkan
keberhasilan Manajemen Berbasis Sekoiah
(MBS) di Spanyol yaitu menciptakan kualitas
manajemen dan pendidikan, sebagai strategi
untuk memperbaiki kinerja sekolah yang
mampu meningkatkan kemauan, dan
kemampuan kepala sekolah untuk
memperbaiki proses belajar mengajar. Hal itu
dipandang sebagai demokrasi di tingkat lokal
sekolah. Hal seperti ini juga dapat berlaku di
Indonesia.
Keuntungan-keuntungan seperti
tersebut di atas akan terwujud dalam dunia
pendidikan Indonesia jika dalam
pengimplementasiannya dilakukan secara tepat.
Berbagai peranan lain dari penerapan MBS
dalam pendidikan secara idealnya adalah
sebagai berikut.
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a. Secara politis, MBS sebagai bentuk
reformasi desentralisasi yang mendorong
adanya partisipasi demokratis dan kestabilan
politik. Hal ini terkait dengan struktur
pemerintahan secara luas, di mana
pemerintah memberi kesempatan untuk
mendesentralisasikan beberapa aspek
pengambilan keputusan di bidang
pendidikan.
b. MBS memungkinkan terjadinya efisiensi
administrasi karena pengalokasian sumber
daya dilakukan oleh sekolah itu sendiri.
c. Penerapan MBS juga memiliki peranan
dalam hal finansial karena MBS dapat
dijadikan alat untuk meningkatkan sumber
pendanaan lokal. Asumsinya, dengan
mendorong dan menerima keterlibatan
orang tua siswa di dalam pengambilan
keputusan di tingkat sekolah, orang tua akan
termotivasi untuk meningkatkan
komitmennya pada sekolah.
d. Peningkatan prestasi belajar siswa terjadi
apabila orang tua siswa dan para guru diberi
otoritas dari sekolah, maka iklim sekolah
akan berubah dalam mendukung pencapaian
prestasi siswa.
e. Akan terwujud akuntabilitas sekolah yang
disebabkan oleh adanya keterlibatan aktor-
aktor sekolah dalam pengambilan keputusan
dan pelaporannya.
f. Chapman (dalam Nurkolis, 2003)
berpendapat bahwa penerapan MBS tak lain
untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Salah satu ciri sekolah efektif yang dapat
meningkatkannya adalah relatif  otonom,
memiliki kemampuan untuk menyelesaikan
masalahnya sendiri, dan kepemimpinan
kepala sekolah yang kuat.
g. Reynolds (dalam Nurkolis, 2003) yakin
bahwa MBS dapat membawa kemajuan
dalam dua area yang saling tergantung, yaitu
(a) kemajuan program pendidikan dan
pelayanan kepada siswa, orang tua siswa,
dan masyarakat, dan (b)  kualitas lingkungan
kerja untuk semua anggota organisasi.
h. Timbulnya rasa tanggung jawab yang besar
dalam diri setiap komponen sekolah dalam
menjalankan tugasnya, yang merupakan
akibat dari peningkatan moralitas sumber
daya manusianya karena adanya pengakuan
kemampuan dan eksistensi sumber daya
manusia di sekolah.
Tujuan dari pemberlakuan MBS tidak
akan berhasil tanpa diiringi oleh langkah-
langkah strategis, sehingga MBS hanya akan
menjadi wacana semata. Untuk merealisasikan
MBS memerlukan prasyarat kondisional yaitu
sebagai berikut (Kusmanto, 2004).
1) Adanya agenda strategis untuk
pengembangan profesi dan diklat bagi guru
dan komponen sekolah lainnya tentang
pengajaran, pengelolaan sekolah, dan
pemecahan masalah.
2) Adanya keterbukaan informasi tentang
kinerja sekolah guna memenuhi kebutuhan
orang tua dan masyarakat serta sumber daya
sekolah guna membantu komponen sekolah
membuat keputusan yang tepat.
3) Perlu sistem ganjaran (reward) sebagai
pengakuan atas usaha partisipatif dalam
pengembangan dan peningkatan mutu/
kinerja sekolah.
4) Memiliki  kepemimpinan kepala sekolah
yang cakap dan tersedianya pedoman
mekanisme untuk mengarahkan
pelaksanaan kurikulum dan upaya
instruksional lainnya.
5) Dirumuskannya dan diwujudkannya visi,
misi, tujuan, strategi, sasaran, serta kegiatan
pada sekolah tersebut.
Menurut Dharma (2003), dalam
penerapan MBS mensyaratkan hal-hal awal
sebagai berikut berikut.
a) MBS harus mendapat dukungan staf
sekolah.
b) MBS lebih mungkin berhasil jika diterapkan
secara bertahap,  kemungkinan diperlukan
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lima tahun atau lebih untuk menerapkan
MBS secara berhasil.
c) Staf sekolah dan kantor dinas harus
memperoleh pelatihan penerapannya, pada
saat yang sama juga harus belajar
menyesuaikan diri dengan peran dan saluran
komunikasi yang baru.
d) Harus disediakan dukungan anggaran untuk
pelatihan dan penyediaan waktu bagi staf
untuk bertemu secara teratur.
Pemerintah pusat dan daerah harus
mendelegasikan wewenang kepada kepala
sekolah, dan kepala sekolah selanjutnya berbagi
kewenangan ini dengan para guru dan orang
tua murid.
III. PENUTUP
1. Pemimpin itu berbeda dengan manajer.
Tidak semua pemimpin adalah manajer dan
idak semua manajer adalah pemimpin.
Pemimpin adalah orang yang mampu
mempengaruhi orang lain. Seorang
pemimpin bisa muncul diunjukan atau
karena keinginan kelompok, sedangkan
manajer ditunjukan dan memiliki kekuasaan
legiimasi untuk memberi penghargaan
ataupun memberi hukuman pada
pengikutnya. Kekuatan mempengaruhi para
manajer karena dimilikinya otoritas formal
bukan karena individual seperi
kemampuannya.
2. Pengambilan keputusan harus dilakukan
dengan hati-hati agar implementasi MBS
dapat berjalan dengan baik. Apabila salah
dalam proses pengambilan keputusan maka
akibatnya ama luas. Pertama, teori
keputusan adalah metodelogi unuk
menstruktur dan menganalisi siuasi yang
idak pasti atau beresiko. Kedua,
pengambilan keputusan adalah proses
mental dimana seorang pemimpin
memperoleh dan menggunakan data dengan
menayakan hal lainnya, menggeser jawaban
untuk menemukan informasi yang relevan
dan menganalisis data.
3. Dalam situasi yang kompleks dan tak
terstruktur seorang dapat mengeluarkan
argumentasi yang meyakinkan namun hanya
sedikit kesesuaiannya dengan kenyataan dan
dapat membahayakan masyarakat. Kita
harus menerapkan standar etika tertentu
pada proses pengambilan keputusan.
Kemampuan merencanakan hal-hal yang
belum diketahui dengan memperhitungkan
perubahan menerapkan dimana perubahan
itu akan muncul, dan memutuskan untuk
menetukan tindakan.
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